BERITA NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

No0.996, 2018

KEMENKEU. Pengelolaan Kas dan Investasi BLU.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 82/PMK.05/2018
TENTANG

PENGELOLAAN KAS DAN INVESTASI BADAN LAYANAN UMUM

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

a.

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun
2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum, pembinaan keuangan badan
layanan umum dilakukan oleh Menteri Keuangan;

bahwa untuk mewujudkan pengelolaan kas dan investasi
badan layanan umum agar sesuai dengan praktik bisnis
yang sehat, Menteri Keuangan sebagai pembina
keuangan badan layanan umum sebagaimana dimaksud
dalam huruf a perlu menetapkan pengelolaan kas dan
investasi badan layanan umum,;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Kas

dan Investasi Badan Layanan Umum;
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Mengingat

Menetapkan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor S5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017
tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja
Lingkup Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1727);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGELOLAAN
KAS DAN INVESTASI BADAN LAYANAN UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat BLU
adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk
untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat
berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual
tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam
melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi

dan produktivitas.
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Pemimpin BLU adalah pejabat pengelola BLU yang
bertugas sebagai penanggung jawab umum operasional
dan keuangan BLU.

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan
usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan
prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa
dalam lalu lintas pembayaran.

Rekening Operasional BLU adalah rekening lainnya
dalam bentuk giro milik BLU yang dipergunakan untuk
menampung seluruh penerimaan atau membayar seluruh
pengeluaran BLU yang dananya bersumber dari
penerimaan negara bukan pajak BLU pada Bank Umum.
Rekening Operasional Penerimaan BLU adalah Rekening
Operasional BLU yang dipergunakan untuk menampung
seluruh penerimaan BLU yang dananya bersumber dari
penerimaan negara bukan pajak BLU pada Bank Umum.
Rekening Operasional Pengeluaran BLU adalah Rekening
Operasional BLU yang dipergunakan untuk membayar
seluruh pengeluaran BLU yang dananya bersumber dari
penerimaan negara bukan pajak BLU pada Bank Umum.
Rekening Pengelolaan Kas BLU adalah rekening lainnya
milik BLU yang dapat berbentuk deposito pada Bank
Umum dan/atau rekening pada bank kustodian untuk
penempatan idle cash yang terkait dengan pengelolaan
kas BLU.

Rekening Dana Kelolaan BLU adalah rekening lainnya
dalam bentuk giro milik BLU yang dipergunakan untuk
menampung dana yang tidak dapat dimasukkan ke
dalam Rekening Operasional BLU dan Rekening
Pengelolaan Kas BLU pada Bank Umum, untuk
menampung dana yang dapat berupa:

a. dana bergulir; dan/atau

b. dana yang belum menjadi hak BLU.

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah
mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagai

Bank Kustodian.
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10.

11.

12.

13.

Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya
mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau
mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok
nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun,
dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Efek adalah surat berharga berupa surat pengakuan
utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda
bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif,
kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari
efek.

Manajemen Risiko adalah serangkaian metodologi dan
prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi,
mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang
muncul dari kegiatan pengelolaan kas dan investasi.
Beauty Contest adalah metode pemilihan penyedia jasa
lainnya dengan mengundang seseorang/pelaku usaha
untuk melakukan peragaan/pemaparan profil
perusahaan yang dilakukan karena alasan efektivitas dan
efisiensi dengan berpedoman pada aturan yang

ditetapkan oleh Pemimpin BLU.

BAB II
PRINSIP

Pasal 2

Pengelolaan kas dan investasi BLU dilaksanakan berdasarkan
prinsip kehati-hatian, transparansi, efisiensi, efektivitas,
akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan

kewajaran.
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BAB III
PENGELOLAAN KAS

Bagian Kesatu

Penerimaan Kas

Pasal 3

Sumber penerimaan BLU berasal dari:

(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

pendapatan dari jasa layanan;

hasil investasi;

hibah;

pinjaman;

rupiah murni dari anggaran pendapatan dan belanja
negara; dan/atau

sumber penerimaan lainnya yang sah.

Pasal 4
Pendapatan dari jasa layanan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 huruf a merupakan pendapatan yang
diperoleh dari layanan yang berhubungan langsung
dengan tugas dan fungsi BLU.
Hasil investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf b merupakan pendapatan yang berasal dari bagi
hasil pengelolaan kas, bunga, dan/atau imbal hasil
investasi.
Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c
berupa hibah yang diterima dari masyarakat dan/atau
badan lainnya dari dalam negeri atau luar negeri.
Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d
merupakan pinjaman untuk memenuhi kebutuhan dana
BLU.
Rupiah murni dari anggaran pendapatan dan belanja
negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e
merupakan alokasi dana melalui bagian anggaran
kementerian negara/lembaga atau bagian anggaran

bendahara umum negara.



